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SALINAN

BUi:ATI BADUNG
PI],fVINSI BALI

PERATURAN DAI ] RAH KABUPATEN BADUNG
NOMOFI 1 TAHUN 2O2O

,TENTANC

PEMBENruII1 N PEMNCKAT DAERAH
BADAN KESATTJ4N BANGSA DAN POUTIK

DENGAN RAHMIT'TTUHANYANG MAHA ESA

BU.JATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa guna o, r mbantu Kepala Daerah daram pelakeanaan
urus€rn pemerfurtahan dibidang kesatuan bangsa dan politik,maka pelu didukung oleh perangkat daerah yang
melakeanakan uruaan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan pol:rik;

b. bahwa peranl: lat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik
berfungsi sebalpl perancang kebijakan Uiaang kesatuan
bangsa dan pciitik, pelalsanaan kebijakan dan-koordinasi
bidang pembir: iun ideologi, wawasan kebangsaan, politik
dalam negeri, l:ehidupan demokrasi, ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragamE,, r€rs1 sGrta golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan
nasional dan pengamanan konplik sosial di wilayah
Kabupaten Bailrng;

c. bahwa berdase, r.kan ketentuan pasal 3 ayat {2) peraturan
Menteri Dalan: Negeri Nomor I I Tahun 2Ol9 tenmng
Perangkat lrirerah yang Melaksanakan Urusan.Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan politik,
penetapan Per, rngkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan r libidang keeatuan bangsa dan politik diatur
dengan Peratur;n Daerah;

d. bahwa trerdase:r.kan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam huruf r, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk
Peraturan Daerrrh tentang pembentukan perangkat Daerah
Badan Kesatua r Bangoa dan politik;

Pasal 18 ayat i6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahu:r 1945;

Mengingat
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2' Undang-und*g Nomor 69 Tahun lg5g tentangPembentukan r)aerah-d""Ts Tingkat II dalam w'ayahDaerah-daerah '")ngkat I Bari, Nusa Tu"ggi" Barat dan NusaTgnggara Timur' (Lembaran Negara nup,rTtit Indonesia Tahun1958 Nomor 1ir,2, Tambahan kmbaran Negara n.puuril.Indonesia Nomu:: 1655);

3. undang-undang Nomor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur sipilNegara (Lembarrrn Negara Republik Indonesia Tahun 2or4Nomor 6, Tamrr,rhan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494:l;

4. undang-undanr; Nomor 23 Tahun 2ar4 tentangPemerintahan llrerah (l,embaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2ol4 rrromor 244, Tambahan kmbaran lvrg;aRepublik Indon*sia Nomor 5sg7) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, r:erakhir dengan unding-undang Nomor 9Tahun 20ls ter,tang perubahan Kedua RIas undJng-undangNomor 23 Ta,:run 2ar4 tentang pemerintaha; o""*i
(Lembaran N_egara Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 5g,Tambahan Lenr baran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

5. Peraturan Penre:rintah Nomor lg Tahun 2016 tentang
Perangkat Dae'rrh (kmbaran Negara Republik IndonesiiTahun 2016 I'l.rmor ll4, Tambahan Lembaran llegara
Republik Indon*'ia Nomor sggz) sebagaimana telah aiu-oah
dengan Peraturaur pemerintah Nomor zi tahun 2019 tentang
Perubahan Atas l)eraturan pemerintah Nomor 1g rahun 2016tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 2arc Nomor lgr, Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6a}2l;

6. Peraturan Mentrt:ri Dalam Negeri Nomor l l Tahun ZOlgtentang Perangl.:at Daerah yang melaksanakan urusan
Dibidang Kesar uan Bangsa dan politik (Berita Negara
Republik Indonerria Tahun 2Ol9 Nomor L9fl;

Dengan pt'rsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUF,{TI BADUNC

ME]VTUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN DAER/IH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT
DAERAH BADAN KE:IIATUAN BANGSA DAN POLITIK.

|.



KErrNfifi\i'MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan fraerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah liabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Eupati Badung.
4. Dewan Perwakilen Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah fiewan perwakii,an nakyat Dairah faOupiten
Badung.

5. Perangkat Daera h adalah unsur pembantu Bupa.ti dan DpRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yarrg *..ri^ai
kewenangan Daerah.

6. Badan Kesatua: r Bangsa dan politik adatah Badan Kesatuan
Bangsa dan poli tik Kabupaten Badung .

7. Unit Pelaksane Teknis Daerah adalah unsur pelaksana
teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan telcris
operasional dan,/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

PEMBENTUKAN DAN f,U?ffiIII, PERANGKAT DAERAH
pasal 2

(1) Dengan Peratur.im Daerah ini dibentuk perangkat Daerah
Badan Kesatuarr Bangsa dan politik.

(2) Perangkat Daer.ah sslagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai keludukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja.

(3) Ketentuan lebih laqjut mengenai ausunan organisasi, tugas
da1 fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa d-an
Politik diatur dalirm peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebqgaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung
jawab kepada B rpati melalui Selrretaris Daerah.

(2) Susunan organ isasi Badan Kesatuan Bangsa dan
sebagaimana dir:eaksud pada ayat (1) terdiri dari 1
Sekretariat dan ,l (empat) Bidang.

-3-

(3) Sekretariat seba trgimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
3 {tiga) Sub Bagr;m.

(a) Setialr Bidang sr:bagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari 2 (dua) Sub.3idang.

Politik
(satu)

r
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. BAB III
PEMBENTUKAN UNJ,I PELAKSANA TEKNIS DAERAH

pasal 4

(l) Fada Badan Kes+:tuan Bangsa dan politjk dapa.t dibentuk UnitFelaksana Teloris Daerah.

{2) Unit pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pa.da ayat(t) dibentuk ,_,rt,.,r, merar"ailtil:1f,;H Kesaran teknisoperasional danr atau k"qr"{r teknis penilnia.rg rerrentu padaBadan Kesatuan liangsa dan Folitik.

BAB IV
KEPEGA'y TUAN DAN JABATAN

pasal 5

I"fF, Aparatur Sig,it Negara pada BadanPolitik diangkat darr didrn"n'dfo";t'
Ketentu.rn perafu ran,:erundang_undanil

_Kesatuan Bangsa dan
Uupa.ti sesuai dengan

pasal 6

(1) Kepala Badan {esatuan Bangsa dan pohtik merupatan
*:m,.il*pinan ringgi pr"tfi; ifr" i"u"*" struktural

(2) Sekretaris pada B"g3r. Kesatuan Bangsa dan politik
#ilfffi jabaran eaministraiorl "illut"" etruktural

(3) Kepala 
.Bidang trada.!a(a1 Kesatuan Bangsa dan politik

Hil;'f1 
jabai:an Administrator- 

"iau ll**n struktural

(o) 
5:!1-" s."b !ug?", 1:l3, t"q Bidang pada Badan Kesatuanuangsa dan politi;r m
struktural 

"".ton fV.j.-pakan 
jabatan pengawas atau jabatan

pasal 7

Femerintah Daera;t dapat mengangkat Jabatan Fungsional
;l$LffiHtrkan tugas tertenti pd;;;", K.A;;
l:"g"ttgk ttn s,,Dagaimana dimaksud padr

ffi sest''ri Eengan k";;;';*.ffi *ilXt *,!]

(l)

(2)
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r::rffiJean
pasal g

Segala biaya yang :imbul. akibat dari pembentukan perangkatDaerah sebagaiman r aimaf<sua aafam'p;;;, dibebankan padaAnggaran pendaparr r da" B.rarj" t;;.;: '

BAB VI
KETENIUAN PERALIHAN

pasal 9

Badan Kesatuan B rnSsa $n fofitlf< yang terbentuk sebelumPeraturan Daerah i"i diundangka;, ?"t"p berlaku dan:"]*f:*T . J'ts':^---""'"e+ - densr penetapanpengsran/pengukul rrn jabatan pada Badan "Kesatuan 
Bangsadan Potitik berdasar"ran F.ratu..ib."rl lrni. 

'

BAB VII
KETEI\,I.UAN PENUTUP

pasal l0
Peraturan Daerah in, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*^ry^-Tr.O:ong m€ .(getahuinya, memerintahkan pengundanganPeratu ran Daerah ir: dengan penempatannya ctalam lembaranDaerah Kabupaten E trdung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 pebruari 2020

,BUPATI

Diundangkan di Mangupura
pada tansgal 14 Pebruari Xl:
SEKRETARIS DAE ATEII BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ]JADUNG TAHUN 2O2O NOMOR 1
NOREG' PERATURAN DAERAH I..ABUPATEN BADUNC, PROVINSI BALI(1,3 /2O2Ol

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAL,A BAGIAN HUKUM DAN HAM.

rr

NrP. 19720s10 199903 1008



FE)NJELASAN

ATAS

PERATURAN DAI] RAH KABUPATEN BADUNG
NOMC.I{ 1 TAHUN 2O2O

,IENTANG

PEMBENTUKAIJ PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATU,/IV BANGSA DAN PoLITIK

UMUM

Bahwa dengan ditetapkanr:rya Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah ,:ran peraturan pemerintah Nomor ra-iahun
?016 tentang Perangk3t Da.:rah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor '72 Tahun 2019 tentang p"*u"t 

".r-'nt""Peraturan Pemerintah Nomor ig rahun 2o16 tentang perangkat Daerah,membawa perubahan yang me,ndasar terhadap slstem penyelenggaraan
pemerintahan Daerah khusus.:rya pada urusan Kesatuan b*G-- a"r,Politik di Daerah. sesuai denga r pasal r22 peraturan pemerintah Nomor lgTahun-2o16 tentang perangkar Daerah yang menyatakan bahwa ,,seluruh

lgp4"t Daerah yang melal;rnnakan u.,]s"r, pemenntahan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik tetap melal<sanat<an t"g"""y. a""s",pembiayaan dibebankan pada. 
^.pBD 

sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelak iranaan Lrusrn pemerintahal umumdiundangkan", sifatnya menega.skan dan menjamin bahwa p"irr.""rr"."urusan pemerintahan umuil tet4p berjalan dengan dukungan
kelembagaan, personil, perlengl:apan dan pembiayaan dari baerah.

Bahwa dengan terbitnya leraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r rTahun 20_19 tentang perangkat Daerah yang melak*.r-uk.., urusanDibidang Kesatuan Bangsa d:ur pohtik pada Fasal 3 ayat tfI frurui amenyatakan Perangkat Daeral r Kabupaten yang melaksanakan urusanPemerintahan dibidang kesatuar:. bangsa dan politik yang berbentut gaaan
sebelum diberlakukannya pera iuran pemerintah womoi 1g rahun io16
lg.trng Perangkat Daerah ditetri'rkan menjadi Badan dan pada pasal 3 ayat(2) menyatakan Penetapan pera:rgkat Daerah yang melaksanakan urusan
Pemerintahan dibidang kesatu.an bangsa dan poritik diatur denganPeraturan Daerah.

-Berkenaan dengan hal tcrsebut di atas dan juga dalam rangka
memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan-fungsi perangiat
daerah yang melaksanakan ':rusan pemerintahan dibidig 't 

"oti ^r,bangsa dan politik maka ditr,andang perlu menetapkan pinbentukan
Perangkat Daerah Badan Kesar. uan Bangsa dan politik dengan peraturan
Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

II.



Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yarg dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah
sekelompok-Jabaurn yang berisi fungsi dan iuga"-U".klitan
dengan pelayan:r:e fungsional vang *raaint<an paaa
keahlian dan kete nr.mpilan tertentu.

Ayat (21

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 1O

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAT1 KABUPATEN BADUNG NOMOR 1
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